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ABSTRACK 

Land acquisition for the Solo-Yogyakarta toll road, particularly in Ngawen 

Village, has not always gone smoothly, particularly for waqf land. Compensation 

for waqf land is provided through replacement land. The agency requiring the land 

seeks replacement land and then exchanges it with the waqf land affected by the 

land acquisition. The compensation process requires not only an agreement 

between the land-needing party and the entitled party but also a permit from the 

relevant ministry, namely the Ministry of Religius The purpose of this study is to 

understand the implementation of the waqf land exchange for the Solo-Yogyakarta 

toll road construction, so that problems and solutions can be identified. 

This research employs qualitative methods through empirical legal studies with 

a descriptive analytical approach. It explains the mechanism of the waqf land 

exchange for the construction of the Solo-Yogyakarta toll road in accordance with 

applicable legal provisions. Based on the analysis of the implementation of the 

exchange, problems and solutions can be identified. Data for this study were 

obtained through interviews, observation, and documents study. 

The results of this study are: first, in the implementation compensation of waqf 

land, permission must be obtained from the Ministry of Religion (Regional Office 

of the Ministry of Religion of the Province). Second, the problems of exchanging 

waqf land are the resignation of the nazhir, difficulty in finding replacement land, 

delays in issuing permits, delays in the construction of replacement buildings and 

waqf disputes. Third, the solution to overcome these problems is to replace the 

nazhir, determine the criteria for replacement land, hold coordination meetings 

with related parties and carry out deliberations in resolving waqf disputes. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tantangan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dibutuhkan pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan ditengah dinamika domestik dan global yang 

begitu tinggi. Pada periode 2024-2029 Pemerintahan Prabowo-Gibran 

mengusung visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas Tahun 

2045” yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) misi pembangunan yang dikenal 

dengan Asta Cita. Salah satu misi pembangunan untuk mencapai Indonesia 

Emas 2045 yaitu Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan 

(Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045). Untuk 

menghadapi tantangan pembangunan dimasa depan diperlukan pemerataan 

pembangunan agar dapat mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah 

Republik Indonesia.  

Pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia merupakan sebuah langkah yang besar menuju pemerataan ekonomi. 

Pemerataan ekonomi diharapkan mampu mewujudkan Indonesia yang adil, 

makmur dan sejahtera. Melihat besarnya manfaat infrastruktur maka 

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terus menggalakkan 

pembangunan infrastruktur (Yudhanto, 2020). Saat ini kebutuhan akan tanah 

akan terus meningkat seiring dengan adanya intensitas pembangunan yang 

dilakukan oleh Pemerintah. Tetapi faktanya hal tersebut bertolak belakang 

dengan ketersediaan tanah yang dimiliki. Oleh sebab itu adanya pengadaan 

tanah menjadi alternatif yang dilakukan oleh pemerintah (Alifika El Ula & 

Silviana, 2023). Sehingga kegiatan pengadaan tanah memegang peranan yang 

cukup besar dalam menunjang keberhasilan pemerataan pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi nasional (Subekti dkk., 2023).  

Setiap kegiatan pembangunan tentunya memerlukan ketersediaan tanah 

yang pada umumya bukan berupa tanah “kosong” tetapi terdapat rightholder 
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baik orang perseorangan, kelompok masyarakat maupun instansi pemerintah. 

Pada umumnya seluruh tanah di Indonesia telah memiliki kepemilikan atau 

dikuasai oleh masyarakat. Akibatnya jika terdapat kegiatan pembangunan yang 

membutuhkan tanah maka dapat diperoleh melalui kegiatan pengadaan tanah. 

Adapun status tanah yang dibebaskan tidak hanya kepemilikan secara hak 

milik melainkan terdapat tanah wakaf yang peruntukannya untuk kemaslahatan 

umat (Alifika El Ula & Silviana, 2023).  

Hak menguasai negara yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 termuat 

dalam ayat (2) dan ayat (3). Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "Bumi, 

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Hak menguasai 

negara adalah hak negara untuk mengatur dan mengendalikan sumber daya 

alam dan cabang-cabang produksi. Hak ini menyatakan bahwa negara memiliki 

kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam. Tanah sebagai 

faktor produksi yang utama harus berada di bawah kekuasaan negara. Menurut 

Jarot Widya Muliawan dalam Kasim (2021) Tanah dikuasai oleh negara artinya 

tidak harus dimiliki negara. Negara memiliki hak untuk menguasai tanah 

melalui fungsi negara untuk mengatur dan mengurus (regelen en besturen). 

Negara berwenang menentukan pengaturan dan penyelenggaraan peruntukan, 

penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya. Selain itu negara juga 

berwenang menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai (bagian 

dari) bumi, air dan ruang angkasa dan menentukan serta mengatur hubungan-

hubungan hukum antar orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai 

bumi, air dan ruang angkasa 

Dewasa ini masyarakat memahami pentingnya pembangunan nasional 

suatu wilayah walaupun dilaksanakan diatas tanah masyarakat sehingga 

mereka memberikan secara langsung hak atas tanah yang dimilikinya 

(Karuniawati & Qamariyanti, 2024). Hal tersebut juga telah diatur dalam Pasal 

18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa pengambilan tanah untuk 

kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan 



 

3 

  

bersama dari rakyat hak atas tanahnya dapat dicabut dengan memberikan ganti 

kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang. 

Menurut Arie Sukanti Hutagalung dalam Naufal dkk (2022) tanah dijadikan 

sebagai aset oleh masyarakat sehingga dapat menjadi modal utama dalam 

pembangunan yang adil dan makmur. Oleh karena itu tanah memiliki peranan 

yang penting dalam proses pembangunan. Memandang peranan penting tanah 

tentunya dibutuhkan landasan hukum untuk menjadi pedoman dalam 

menjamin kepastian hukum terutama dalam proses pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum (Irwansyah Darmiko, 2021). 

Pemerintah telah menetapkan dan memberlakukan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum. Peraturan tersebut dijadikan sebagai pedoman 

penyelenggaraan dari setiap kegiatan pengadaan tanah yang dilaksanakan di 

Indonesia (Suddin dkk., 2018). Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum bertujuan untuk menjamin penyediaan lahan secara mutlak 

bagi pembangunan infrastruktur atau fasilitas bagi kepentingan publik. Pada 

pelaksanaan pengadaan tanah seringkali bersinggungan dengan masalah 

hukum fundamental seperti hak asasi manusia, keadilan dan keseimbangan 

antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat baik individu 

maupun kelompok. Hukum agraria telah mengatur peralihan hak atas tanah 

yang dapat dilakukan melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, wasiat, waris dan 

wakaf. Tetapi apabila hak milik tersebut dialihkan dengan cara wakaf maka 

dapat mengakibatkan tanah tersebut terlembagakan untuk selamanya dan tidak 

dapat dialihkan. Baik melalui jual beli, tukar-menukar, hibah atau cara lain 

kecuali dengan alasan hukum yang memungkinkan (Karuniawati & 

Qamariyanti, 2024).  

Pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta 

merupakan salah satu bentuk dari berbagai macam proyek pembangunan 

Pemerintah untuk kepentingan umum. Pembangunan Jalan Tol Solo-

Yogyakarta merupakan jaringan jalan tol Trans Jawa lanjutan dari ruas Jalan 

Tol Semarang-Solo. Rencana pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di 
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Provinsi Jawa Tengah diperkirakan sepanjang ± 35,6 kilometer (km). Perkiraan 

total keseluruhan tanah yang dibutuhkan dalam pembangunan tersebut adalah 

± 472,15 hektar (ha) dengan jumlah bidang sebanyak ± 5.128 bidang tanah. 

Secara administrasi, pembangunan tersebut akan melewati 1 desa di Kabupaten 

Karanganyar, 9 desa di 2 kecamatan Kabupaten Boyolali, dan 50 desa di 11 

kecamatan Kabupaten Klaten. Berdasarkan pembagian tersebut, Kabupaten 

Klaten merupakan kabupaten yang terkena dampak terbesar dalam 

pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Provinsi Jawa Tengah. Total 

bidang tanah terdampak di wilayah Kabupaten Klaten pada pembangunan 

tersebut adalah sebanyak ± 4.061 bidang tanah dengan luasan 377,5 ha (Final, 

2024). 

Penggantian tanah wakaf bagi pembangunan untuk kepentingan umum 

menjadi tantangan tersendiri, terutama di daerah yang padat penduduk dan 

dominan lahan hijau. Proses penyelesaian permasalahan tanah dengan 

karakteristik khusus seperti tanah wakaf mempunyai presedur yang berbeda 

dibanding prosedur pengadaan tanah yang berasal dari tanah milik 

perseorangan/pribadi (Damayanti, 2021). Pelaksanaan ganti kerugian terhadap 

tanah wakaf dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dibidang wakaf. Dalam praktiknya, ketika peraturan perundang-

undangan dibidang wakaf (khususnya terkait tukar menukar harta benda 

wakaf) diterapkan dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

terjadi benturan. Setiap tahapan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum tentu mengedepankan proses yang cepat dan transparan, namun ketika 

proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum tunduk pada peraturan 

perundang-undangan dibidang wakaf tentu proses yang cepat tidak dapat 

direalisasikan. 

Mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang 

wakaf dan peraturan pelaksanaannya, tanah wakaf dilarang diubah status dan 

dialihkan dalam bentuk apapun kecuali dalam kondisi tertentu melalui 

mekanisme tukar menukar yang ditujukan untuk kepentingan umum sesuai 

dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah 

(Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). 

Dengan demikian pada hakikatnya tanah wakaf dapat dikenakan sebagai obyek 

pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum 

yaitu dengan penukaran tanah pengganti. 

Proses pemberian ganti kerugian seharusnya dilaksanakan terlebih dahulu 

sebelum pelepasan hak atas tanah (Pasal 41 ayat 2 UU No. 2 Tahun 12). Ganti 

kerugian tanah wakaf harus dalam bentuk tanah yang nilai dan manfaatnya 

sama dengan tanah wakaf yang semula (Pasal 41 ayat 3 UU No. 41 Tahun 

2004). Namun dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta 

pada kegiatan pelepasan hak untuk tanah wakaf baru dapat diselesaikan pada 

bulan Maret 2025. Meskipun ruas jalan tol Solo-Yogyakarta telah terselesaikan 

pembangunannya dan telah resmi beroperasi bulan September 2024 (Hayat, 

2024).  

Mekanisme pelepasan hak dalam rangka pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum yang subjek hukum hak atas tanahnya 

perseorangan cukup dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai 

kesepakatan antara pihak yang berhak dengan pihak yang memerlukan tanah. 

Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak ditindaklanjuti dengan 

pelepasan hak di hadapan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) disertai 

dengan pemberian ganti kerugian. Hal ini berbeda ketika subjek hukum hak 

atas tanah untuk tanah yang dilepaskan dalam rangka pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum berupa tanah wakaf. Bukan hanya 

musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak saja yang 

diperlukan dalam pelepasan hak, akan tetapi izin atau persetujuan dari berbagai 

pihak/instansi sangat menentukan keabsahan pelepasan hak tersebut. 

Kenyataannya dalam proses pelepasan hak tanah wakaf sangat sulit sehingga 

proses tersebut membutuhkan waktu yang lama. Apabila dianalisis dari sudut 

pandang permasalahan hukum (legal issue), maka dapat ditemukan adanya 

kesenjangan antara kenyataan yang terjadi (das Sein) dengan ketentuan yang 

seharusnya berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 
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(das Sollen). Hal ini mencerminkan adanya jarak antara harapan dengan 

kenyataan, serta antara perencanaan dan pelaksanaan. Oleh sebab itu, penulis 

terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Ganti 

Kerugian Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta 

di Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ganti kerugian tanah wakaf untuk 

pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Desa Ngawen, Kecamatan 

Ngawen, Kabupaten Klaten? 

2. Bagaimana permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan ganti 

kerugian tanah wakaf untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di 

Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten? 

3. Apa solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ganti kerugian 

tanah wakaf untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Desa 

Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui pelaksanaan kegiatan ganti kerugian tanah wakaf untuk 

pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta di Desa Ngawen, 

Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. 

b. Mengetahui permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan 

ganti kerugian tanah wakaf untuk pembangunan Jalan Tol Solo–

Yogyakarta di Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. 

c. Mengetahui solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

ganti kerugian tanah wakaf untuk pembangunan Jalan Tol Solo–

Yogyakarta di Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. 
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2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis  

Penelitian dapat dijadikan bahan sebagai sumber masukan dan 

bahan kajian terhadap masalah yang menjadi fokus penelitian. Selain 

itu, penelitian juga dapat memberikan sumbangan pemikiran yang 

berharga dalam memperluas referensi ilmu hukum, khususnya dalam 

bidang ilmu hukum agraria, terutama mengenai ganti kerugian tanah 

wakaf untuk pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten 

Klaten.  

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Penulis 

Sebagai upaya memenuhi syarat kelulusan Diploma IV 

Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, serta mampu 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki di bidang 

pertanahan sehingga dapat mengimplementasikan di dunia kerja. 

2) Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 

Sebagai referensi pengetahuan untuk penelitian selanjutnya 

atau pengembangan yang berkaitan dengan pengadaan tanah.  

3) Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional 

Sebagai bahan masukan sekaligus memberikan kontribusi 

bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan 

pengadaan tanah.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ganti kerugian tanah wakaf yang 

terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta di 

Desa Ngawen, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan ganti kerugian tanah wakaf yang terkena pengadaan tanah 

untuk pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta di Desa Ngawen dilakukan 

secara bertahap dan bertingkat dimulai dari Nazhir terlebih dahulu 

menyiapkan dokumen-dokumen permohonan kemudian mengajukan 

permohonan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa 

Tengah melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Kemudian 

dilanjutkan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah membentuk Tim 

Penetapan. Setelah proses penilaian selesai dilanjutkan dengan 

pengeluaran Surat Keputusan tentang hasil penilaian tukar menukar tanah 

wakaf yang dikeluarkan oleh Kantor Kemenag Kabupaten Klaten. Hasil 

tersebut diserahkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten 

Klaten untuk dilakukan permohonan pertimbangan/rekomendasi tukar 

menukar tanah wakaf. Apabila seluruh dokumen dan prosedur tukar 

menukar dinilai telah benar maka Kanwil Kemmenag Agama Provinsi 

Jawa Tengah menerbitkan surat izin tukar menukar yang disetujui oleh 

Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah selaku otoritas yang 

menerbitkan izin proses ini dilaksanakan.  

2. Permasalahan pada pelaksanaan kegiatan ganti kerugian tanah wakaf 

untuk pengadaan tanah jalan Tol Solo-Yogyakarta di Desa Ngawen, antara 

lain: 

a. Nazhir mengundurkan diri; 

b. Kesulitan mencari tanah pengganti yang sesuai dengan Tata Ruang 

dan berada dalam wilayah Desa Ngawen;  
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c. Keterlambatan pengeluaran surat izin atau rekomendasi dari Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang 

penukaran tanah wakaf; 

d. Keterlambatan pembangunan bangunan pengganti; dan 

e. Sengketa wakaf.  

3. Solusi untuk mengatasi permasalahan ganti kerugian tanah wakaf untuk 

pengadaan tanah jalan Tol Solo-Yogyakarta di Desa Ngawen, sebagai 

berikut: 

a. Pergantian nazhir; 

b. Ditentukan kriteria tanah pengganti yang mengacu pada peraturan; 

c. Melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan penanganan tukar 

menukar tanah wakaf terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN); 

dan  

d. Penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. 

 

B. Saran 

1. Baik instansi yang memerlukan tanah (Direktorat Jalan Bebas Hambatan 

dan Perkotaan) maupun panitia pelaksana pengadaan tanah (Kementerian 

ATR/BPN) seharusnya sejak awal sudah mempersiapkan berbagai hal 

terkait pelepasan hak terutama untuk tanah-tanah yang besifat publik 

seperti tanah wakaf. Memberikan penjelasan dalam konsultasi publik 

harus tersampaikan dengan baik juga sehubungan dengan rencana 

pembangunan beserta penilaian ganti kerugian. Mengingat dalam 

pelepasan hak tanah wakaf memerlukan persetujuan dari pejabat yang 

berwenang dan ganti kerugian yang diberikan dalam bentuk tanah 

pengganti. Bagi Gubernur dan jajarannya sebelum menerbitkan Surat 

Keputusan Penetapan Lokasi sebaiknya memastikan bahwa proses 

penyelesaian perubahan status atas objek pengadaan tanah telah selesai.  

2. Meningkatkan koordinasi antara pihak-pihak terkait. Koordinasi yang baik 

antara Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, tokoh masyarakat dan 

nazhir itu sendiri agar dapat membantu dalam menyelesaikan masalah 
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tukar menukar dengan lebih efektif dan efisien. Sehingga dengan 

meningkatkan koordinasi antara pihak-pihak terkait, diharapkan dapat 

meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan tahapan pengadaan tanah. 

3. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Klaten melakukan pembinaan 

berupa pemberian edukasi, pelatihan teknis dan pendampingan terhadap 

nazhir pengganti agar dapat memastikan bahwa nazhir tersebut memiliki 

pemahaman yang memadai terhadap tugasnya dalam mengelola harta 

benda wakaf. Selain itu, BWI juga melakukan monitoring terhadap 

pengelolaan dan pengembangan harta benda penukar agar dapat 

memastikan bahwa tanah pengganti hasil tukar menukar tanah wakaf 

dikelola secara optimal dan transparan sesuai dengan tujuan wakaf.  
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